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ABSTRAK

CATATAN :

bahwa dalam rangka pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap
pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, perlu membentuk
Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini adalah :

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun
2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
PP Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
dalam Penyelenggaraan Negara; PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Perpres Nomor 76 Tahun
2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; PKPU Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun
2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU
Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Permen Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi
Pemerintah.

Dalam KKPU Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2025 diatur tentang :

Menetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Terhadap Pelayanan Publik, Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran.

- KKPU Kabupaten Malang sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Februari 2025.

- Lampiran 3 halaman.



